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Penelitian ini membahas mengenai regulasi penomoran rumah di Kabupaten
Kotawaringin Barat, yang masih menghadapi berbagai tantangan terkait
implementasi sistem administrasi alamat yang terorganisir. Penomoran rumah
adalah bagian integral dari administrasi kependudukan dan tata kelola wilayah yang
efektif. Dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi publik, penomoran
rumah bukan hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai bentuk
perlindungan hak-hak warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang
cepat dan efisien. Oleh karena itu, penomoran rumah memerlukan dasar hukum
yang kuat di tingkat nasional dan daerah yang mencakup penataan ruang, pelayanan
publik, serta administrasi kependudukan. Penomoran rumah juga berperan penting
dalam pembangunan sosial ekonomi, karena dapat mempengaruhi efektivitas
pelayanan publik dan ketertiban administrasi di wilayah tersebut. Penomoran
rumah di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, salah satunya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
mengatur urusan wajib pelayanan dasar, termasuk administrasi kependudukan yang
mencakup sistem alamat yang teratur, termasuk penomoran rumah. Tanpa
penomoran rumah yang teratur, pelayanan publik akan terhambat, dan pencapaian
tujuan otonomi daerah dalam aspek administratif serta pembangunan sosial
ekonomi masyarakat bisa terpengaruh. Selain itu, Permendagri Nomor 39 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan dan Penomoran Rumah memberikan petunjuk
teknis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem penomoran
rumah yang terstandarisasi. Regulasi ini menciptakan dasar hukum yang kuat bagi
pemerintah daerah untuk melaksanakan sistem penomoran rumah yang sistematis
dan akuntabel, mendukung efisiensi pelayanan publik baik untuk administrasi
maupun darurat. Namun, meskipun sistem penomoran rumah di Kotawaringin
Barat memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi berbagai
kendala. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya Peraturan Daerah (Perda)
yang secara khusus mengatur penomoran rumah. Tanpa adanya Perda yang jelas
dan terperinci, pelaksanaan penomoran rumah di daerah ini sering kali tidak
terstandarisasi, bergantung pada inisiatif masing-masing pihak seperti RT,
perangkat desa, atau pengembang perumahan. Berdasarkan wawancara dengan
perangkat desa dan kecamatan, penomoran rumah di Kotawaringin Barat dilakukan
secara sporadis tanpa panduan yang jelas mengenai format, ukuran, dan
penempatan papan nomor rumah. Bahkan, banyak rumah baru yang dibangun tanpa
nomor rumah, sementara masih ada lahan kosong, memperburuk ketidakteraturan
ini. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menghambat penataan
administrasi dan pelayanan publik yang lebih terstruktur dan efisien. Kondisi ini
sangat berbeda dengan daerah lain seperti Surabaya dan Yogyakarta, yang sudah



memiliki Perda mengenai penomoran rumah. Di Surabaya, misalnya, Perda No. 1
Tahun 2012 mengatur secara rinci kewajiban setiap rumah untuk memiliki nomor,
termasuk ketentuan mengenai bentuk papan nomor dan sanksi bagi yang tidak
mematuhi. Penerapan Perda semacam ini membantu menciptakan sistem pelayanan
publik yang berbasis data akurat dan dapat diandalkan, serta memudahkan integrasi
layanan seperti pos, darurat, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu,
sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk segera
merumuskan Perda yang mengatur penomoran rumah dengan rinci dan
komprehensif, mencakup aspek administrasi, teknis, dan partisipasi masyarakat
dalam implementasinya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
merumuskan dan menerapkan sistem penomoran rumah yang sesuai dengan kondisi
lokal dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintah
daerah diberi hak untuk menetapkan Perda dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah. Perda ini akan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sistem
penomoran rumah dan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, pelayanan
publik, serta penataan wilayah yang lebih terstruktur. Penomoran rumah yang
terorganisir mempermudah proses identifikasi penduduk, pengiriman surat, layanan
darurat, dan berbagai urusan administratif lainnya. implementasi regulasi
penomoran rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat masih menghadapi hambatan
besar. Keterbatasan anggaran daerah adalah hambatan utama dalam pembentukan
dan penerapan sistem penomoran rumah yang efisien. Pembentukan Perda,
pengadaan papan nomor rumah, dan pelatihan aparat desa dan kecamatan
memerlukan anggaran yang cukup besar. Selain itu, koordinasi yang buruk antar
dinas seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pekerjaan Umum
menghambat pelaksanaan yang optimal. Ketidaksesuaian dalam peran dan
tanggung jawab masing-masing dinas menyebabkan ketidakteraturan dalam
pelaksanaan penomoran rumah. Di luar faktor internal pemerintah daerah,
rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penomoran rumah
yang tertib juga menjadi kendala. Masyarakat yang belum menyadari pentingnya
penomoran rumah sebagai kewajiban administratif sering kali tidak mendukung
kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan
melibatkan tokoh lokal dalam penyuluhan agar masyarakat lebih memahami
pentingnya penomoran rumah yang teratur.



Peran serta masyarakat, terutama tokoh lokal dan aparat desa/kelurahan serta
RT/RW, sangat penting dalam mendukung implementasi sistem penomoran rumah
yang tertib. Tokoh masyarakat yang dihormati dapat menjadi agen perubahan untuk
meningkatkan kesadaran warga mengenai kewajiban administratif ini. Keterlibatan
mereka dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan akan membantu
menciptakan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aparat
desa/kelurahan dan RT/RW, sebagai ujung tombak kebijakan publik, memainkan
peran penting dalam memastikan bahwa setiap rumah mendapatkan nomor yang
sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Mereka juga bertugas untuk memverifikasi
data rumah tangga dan memastikan nomor rumah yang diberikan sesuai dengan
peta wilayah yang ada. Dengan adanya Perda yang jelas, dukungan anggaran yang
memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dan aparat pemerintahan di tingkat
desa, sistem penomoran rumah yang teratur dapat diwujudkan. Hal ini akan
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban administrasi di daerah
tersebut, serta mendukung pembangunan sosial ekonomi yang lebih efisien dan
merata.
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ABSTRAK

Muhammad Fachrurrozy Eza Anly, April 2025. URGENSI PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TERKAIT PENOMORAN RUMAH DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. Skripsi, Program Sarjana Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 Halaman.
Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan peraturan daerah
yang mengatur penomoran rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya di
Kecamatan Arut Selatan. Penomoran rumah adalah aspek penting dalam
administrasi kependudukan dan pelayanan publik yang terstruktur. Namun, di
Kabupaten ini, penomoran rumah masih dilakukan secara sporadis, tanpa peraturan
yang jelas dan terstandarisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif, melibatkan wawancara dengan perangkat desa,
kecamatan, serta masyarakat untuk menggali masalah yang ada. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketidakteraturan penomoran rumah berpengaruh negatif
terhadap pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta respons darurat. Selain
itu, penelitian ini menemukan bahwa belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang
secara khusus mengatur penomoran rumah, sehingga menyebabkan kesulitan dalam
penataan wilayah dan pengelolaan administrasi yang efektif. Penelitian ini
merekomendasikan pentingnya pembentukan Perda untuk menetapkan sistem
penomoran rumah yang jelas, sistematis, dan dapat meningkatkan efisiensi
pelayanan publik serta tata kelola administrasi yang lebih baik. Dengan adanya
Perda, diharapkan dapat mempercepat pembangunan sosial ekonomi serta
meningkatkan ketertiban administratif di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kata Kunci: Penomoran Rumabh, Peraturan Daerah, Administrasi Kependudukan.
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